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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
5.1 Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota 
Pekanbaru 
Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. 
Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bab I diatas bahwa tujuan penelitian ini 
ialah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang 
disabilitas di Kota Pekanbaru. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen 
yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi 
mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan 
orang lain. 
Pentingnya persamaan dan kesamaan cara pandang terhadap keberadaan dan 
pemberdayaan penyandang disabiitas dan menghapus berbagai pandangan dan 
penilaian buruk terhadap penyandang disabilitas serta menumbuhkan dan 
mengembangkan kesadaran tentang kesamaan  kedudukan, hak, dan kewajiban 
penyandang disabilitas sebagai warga negara adalah hal yang perlu dilakukan. 
Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa 
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perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan 
kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan 
aksessibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan social dan pemeliharaan 
peningkatan taraf kesejahteraan social. Tujuannya adalah untuk memberikan 
kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. 
Dan hal inilah yang akan peneliti  jadikan sebagai indicator pada penelitian ini : 
1. Aksessibilitas 
2. Rehabilitasi/ pemberdayaan 
3. Bantuan social 
4. Pemeliharaan taraf kesejahteraan social. 
5.1.1 Aksessibilitas 
Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 17 dijelaskan 
aksessibilitas adalah ruang bebas hambatan/ kemudahan yang disediakan bagi 
penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi 
untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan, dan transportasi 
umum. 
Penyediaan aksessibilitas terbagi menjadi dua bentuk yaitu fisik dan non fisik. 
Penyediaan aksessibilitas fisik seperti jalur khusus, jalur pemandu, area parkir, pintu, 
ramp, tangga, kamar mandi, rambu, penyeberangan jalan kaki, ruang tunggu, dan lain 
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sebagaiannya sedangkan aksessibilitas non fisik yaitu pemberian pelayanan khusus 
bagi penyandang disabilitas di tempat umum seperti melakukan pembayaran pada 
loket atau kasir, melakukan antrian, naik dan turun dari sarana angkutan umum serta 
keperluan lainnya yang memerlukan pelayanan khusus.  
Hal ini tentu sangat diperlukan karena dapat memberikan kemudahan bagi 
penyandang disabilitas untuk menjalankan kegiatan sehari hari di tempat umum. 
Dengan terpenuhinya aksessibilitas fisik dan non fisik di tempat umum saat ini bukan 
tidak mungkin penyandang disabilitas dapat beraktifitas layaknya warga masyrakat 
lainnya ditempat-tempat umum. Bukan itu saja dengan adanya aksessibiltas yang baik 
dapat meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas yang selama ini pas-pasan  
bahkan kekurangan.  
Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 
Penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai aksessibiltas 
penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017 
sebagai berikut : 
“Kalau aksessibilitas nya masih minim di Pekanbaru, seperti di tempat 
penyebrangan sebenarna penyandang cacat mereka butuh tombol 
penyeberangan untuk menyeberang jalan tapi belum ada, terus aksessibilitas 
untuk angkutan transportasi yang kita lihat bersama juga belum ada, 
sepertinya memang masih minim, palingan hanya teks berjalan untuk tuna 
rungu tuna wicara, rancangan untuk aksessibilitas sendiri sudah ada, tapi kan 
kita perlu anggaran, kalau emang anggaran memadai kita bisa laksanakan, 
tapi kalau dinas sosial tidak bisa melaksanakan kita hanya bisa mengusulkan 
dalam anggaran skpd yang berbentuk fisik”.(Wawancara 10 Mei 2017 di Dinas 




Dari hasil wawancara diatas maka dapat diperoleh informasi bahwa penyediaan 
aksessibilitas di bangunan umum dan transportasi bagi penyandang disabilitas 
memang masih jarang ditemukan di Kota Pekanbaru, seperti tombol pada 
penyeberangan lampu merah yang seharusnya disediakan khusus untuk penyandang 
disabilitas untuk memudahkan mereka ketika menyeberangi jalan di kota, namun 
belum ada ditemukan kemudian pada mode angkutan transportasi umum darat di kota 
Pekanbaru pun belum ada yang menyentuh kalangan masyarakat penyandang 
disabilitas, dari pernyataan diatas Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah mempunyai 
rancangan penyedian aksessibilitas fisik bagi penyandang disabilitas di Kota 
Pekanbaru namun terkendala anggaran yang tidak memadai sehingga hanya bisa 
mengusulkan dalam anggaran SKPD yang berbentuk fisik. 
Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu penyandang disabilitas tuna 
daksa yang bernama Iman, beliau mempunyai cacat pada bagian anggota gerak tubuh 
kaki dari keterangannya mengenai aksessibilitas bagi penyandang disabilitas yang ada 
di Kota Pekanbaru beliau mengatakan: 
“Kalau di sini masih minim, paling cuma di bandara yang ada jalur khusus 
serta kursi roda untuk penyandang disabilitas, sementara untuk sarana 
transportasi belum ada yang khusus, hanya untuk orang awam saja, tidak 
disediakan  dan tidak dijadikan prioritas, bahkan pelayanan pun dimana-mana 
di Pekanbaru belum ada di istimewakan, saran dari saya kalau bisa diberikan 
kendaraan transportasi umum yang memudahkan kami dan di tempat umum 





Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu penyandang disabilitas tuna 
daksa yang bernama Rian, beliau juga memiliki kecacatan pada anggota tubuh kaki, 
dari keterangannya mengenai aksessibilitas bagi penyandang disabilitas di kota 
Pekanbaru sebagai berikut : 
“Ya akses dan sarana prasarana umum untuk para penyandang disabilitas 
sangat kurang, fasilitas transportasi juga masih disamakan seperti orang biasa, 
pelayanan di tempat umum pun disamakan, keinginan saya supaya pekanbaru 
lebih bisa memperhatikan penyandang disabilitas padahal sudah ada perda 
nya”.(Wawancara 18 Mei 2017 di kediaman Rian) 
 
Selanjutnya mengenai aksessibilitas bagi penyandang disabilitas peneliti juga 
mewawancarai seorang penyandang disabilitas tuna daksa bernama Ilham dari 
keterangannya beliau mengatakan : 
“Menurut saya masih kurang sarananya, sarana transportasi untuk 
penyandang disabilitas juga tidak ada, pelayanan ditempat umum pun biasa 
saja, kalau ngantri ya ngantri seperti masyarakat lain, saran saya alangkah 
baiknya kami diperhatikan lagi”.(Wawancara 22 Mei 2017 di kediaman Ilham) 
 
Dari wawancara oleh beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
aksessibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru 
memang masih kurang bahkan hampir jarang ditemukan. Dari hasil wawancara 
fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas yang ada hanya berada di Bandara yaitu 
parkir  khusus dan kursi roda yang disediakan oleh pihak bandara. Hal tersebut dapat 





       Parkir kendaraan penyandang disabilitas di bandara Sultan Syarif Kasim II 
 
Gambar 5.2 
Penyediaan kursi roda bagi penyandang disabilitas di Bandara SSK II 
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Dari gambar diatas terlihat adanya aksessibilitas yang disediakan di bandara 
Sultan Syarif Kasim II, parkir khusus penyandang disabilitas berbeda dengan parkir 
umum karena memiliki space yang lebar sehingga memudahkan penyandang 
disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk keluar dan masuk kedalam mobil 
sedangkan kursi roda yang tersedia pada bandara Sultan Syarif Kasim II untuk 
memudahkan penyandang disabilitas dalam mobilisasi didalam bandara. 
 Peneliti juga melihat langsung dilapangan pada mode transportasi darat yang 
menjadi andalan kota Pekanbaru yaitu bus transmetro Pekanbaru yang menjadi salah 
satu sarana transportasi yang cukup diminati oleh seluruh kalangan masyarakat dan 
menjangkau sebagian besar Kota Pekanbaru dan dijanjikan dapat diakses oleh seluruh 
kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas akan tetapi upaya pelayanan 
tersebut pada prakteknya belum memberikan kemudahan bagi kaum penyandang 
disabilitas. Penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses bus terutama 
bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda seperti yang terlihat pada 





Halte Transmetro Pekanbaru di Jln. Hangtuah 
Dari gambar diatas penyandang disabilitas kesulitan dalam menaiki dan 
menuruni halte dikarenakan perbedaan ketinggian yang cukup besar antara jalan dan 
halte tanpa adanya ramp yang membatasi dan juga perbedaan ketinggian pintu bis dan 
pintu halte juga menyulitkan penyandang cacat keluar masuk bis kemudian hambatan 
selanjutnya yaitu adanya space yang lebar antara bis dan halte yang berhenti 
mengakibatkan penyandang disabilitas kesulitan untuk keluar dan masuk bis 
transmetro Pekanbaru. Pada halte yang disediakan di Kota Pekanbaru belum ada 
menyediakan sarana bagi penyandang disabilitas, saat ini hanya untuk masyarakat 
biasa saja yang dapat menikmatinya hal ini tentu saja mengakibatkan masyarakat 
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penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru mengalami kesulitan dalam hal mencari 
angkutan transportasi yang mengerti dengan keadaan mereka yang berkebutuhan 
khusus. 
 Dalam hal pelayanan di tempat umum seperti melakukan pembayaran pada 
loket/ kasir, dan dalam melakukan antrian penyandang disabilitas juga merasa belum 
ada mendapatkan keistimewaan, mereka dibiarkan mengantri dan disamakan 
layaknya seperti orang awam saja, padahal mereka memerlukan pelayanan khusus 
demi mendapatkan kemudahan. 
Aksessibilitas pada bangunan umum dan sarana transportasi memang 
merupakan kebutuhan utama bagi penyandang disabilitas sehingga dapat 
berpartisipasi dalam masyarakat, bukan tidak mungkin dengan minimnya 
aksessbilitas bagi penyandang disabilitas saat ini mengakibatkan sebagian besar 
penyandang disabilitas kemudian hanya mengurung diri karena ketiadaan akses bagi 
mereka untuk dapat menikmati kehidupan diluar rumahnya. 
5.1.2 Rehabilitasi 
Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk 
memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 
wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan 
dan mengembangkan fungsi fisik dan mental bagi penyandang disabilitas  agar dapat  
dengan mengasah bakat, kemampuan, serta menambah pendidikan dan pengalaman. 
Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi mental spiritual, medic, 
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pendidikan, pelatihan dan social. Dengan mengikuti program rehabilitasi masyarakat 
penyandang diharapkan dapat hidup dengan lebih baik karena mempunyai 
keterampilan dan mandiri lagi. 
Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi 
Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang 
dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut : 
“Kalau rehabilitasi itu biasanya bentuknya pelatihan, bentuknya kita 
memberangkatkan mereka pendidikan keluar seperti ke Jawa atau ke daerah 
Bengkulu, contohnya dia minatnya ke pertanian, nanti kita yang memfasilitasi, 
contoh nya dia ingin belajar membuat kaki palsu, tapi dia nggak tau tempatnya 
dimana, nanti kita berangkatkan ke Solo, nanti kita inapkan disana, kalau di 
Pekanbaru kita ada panti tapi khusus untuk rehabilitasi eks psikotik atau 
dikatakan gila belum ada untuk penyandang disabilitas, sedangkan sosialisasi 
program rehabilitasi  ini nggak ada, kita kan ada data, dari rekapannya ada 
yang mana mana yang udah kita latih, nanti yang udah kita latih  
pembinaannya dinamakan pembinaan lanjutan, nggak ada 
sosialisasi”.(Wawancara 10 Mei 2017 di dinas sosial Kota Pekanbaru). 
 
Dari keterangan tersebut Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan 
program rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan 
keterampilan kerja sesuai dengan keinginan, bakat dan kemampuannya dengan 
mengirimkan serta memfasilitasi penyandang disabilitas yang ingin memiliki 
keterampilan kerja. Penyandang disabilitas dalam hal ini diharap agar tidak 
ketergantungan dengan lingkungan nya dan diberikan pelatihan pelatihan yang dapat 
membuat mereka menjadi produktif dan mampu memenuhi kebutuhan nya sendiri. 
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Dengan memberikan pelatihan pelatihan dapat membuat mereka menjadi 
percaya diri dan bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. 
Penyandang disabilitas juga menjadi tidak bergantung kepada orang lain dan tidak 
menjadikan kekurangan fisik menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk dapat 
bekerja atau pun untuk berkretifitas. Dengan pelatihan mereka akan mampu mandiri, 
tidak bergantung pada orang lain bahkan bisa membantu orang lain. 
Untuk melaksanakan program rehabilitasi pelatihan Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru bekerja sama dengan panti panti yang ada di kota lain seperti  Solo, 
Palembang dan kota lainya hal ini dikarenakan kota Pekanbaru sementara ini belum 
memiliki panti rehabilitasi yang khusus melayani penyandang disabilitas. Hal ini 
tentu saja menjadi kekurangan yang besar mengingat jumlah penyandang disabilitas 
di kota Pekanbaru saat ini berjumlah lumayan besar. 
Dari hasil rujukan tersebut diharapkan penyandang disabilitas yang telah 
kembali dapat berhasil dalam bekerja. Namun dengan tidak adanya sosialisasi yang 
diberikan dinas social Kota Pekanbaru tentang diadakannya rehabilitasi dan hanya 
bergantung kepada data penyandang disabilitas yang sudah ada, menyebabkan 
penyandang disabilitas yang belum terdata tidak mengetahui mengenai program 
tersebut dan belum pernah melakukan bahkan belum mengetahui tentang apa itu 
rehabilitasi dan bagaimana cara untuk mengikuti program rehabilitasi tersebut. 
Berikut peneliti mewawancarai Iman seeorang penyandang disabilitas 
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mengenai program rehabilitas bagi penyandang disabilitas beliau mengatakan: 
“Belum, belum pernah direhabilitasi karena belum dapat sosialisasi, belum 
pernah mengetahui juga tentang program rehabilitasi, dinas sosial nggak ingin 
mencari kami penyandang disabilitas, maunya kami yang nyari mereka dinas 
sosial”.(Wawancara 14 Mei 2017 di kediaman Iman). 
 
Peneliti juga mewawancarai seseorang penyandang disabilitas tuna daksa yang 
bernama Rian dari keterangannya beliau mengatakan : 
“Belum,kalau saya masih ingin mandiri, saya masih belum mau mengikuti 
program rehabilitasi, saya masih bisa sendiri,belum mau saya mengikuti yang 
seperti itu”. 
(Wawancara 18 Mei 2017 di kediaman Rian). 
 
Selanjutnya peneliti juga mewawancarai seorang penyandang disabilitas tuna 
daksa yang bernama Ilham dari keterangannya sebagai berikut: 
“Saya belum pernah ikut program rehabilitasi seperti itu,emang ada orang 
yang nyuruh untuk mencari, tapi saya tidak mau, dinas social juga nggak ada 
perduli”.(Wawancara 22 Mei 2017 di kediaman Ilham). 
 
Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas program rehabilitasi masih 
belum terlaksana dengan baik dikarenakan minimnya komunikasi yang terjalin antara 
dinas sosial Kota Pekanbaru dengan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, hal 
ini dikarenakan program tersebut tidak ada sosialisasinya, penyandang disabilitas 
juga mengharapkan dinas sosial kota Pekanbaru mensosialisasikan kegiatan 
rehabilitasi pada media massa yang ada sehingga mereka dapat mengetahuinya. 
Mengingat kurangnya minat penyandang disabilitas untuk melakukan program 
rehabilitasi penyandang disabilitas juga mengharapkan dinas sosial kota yang mencari 
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keberadaan mereka mengingat keadaan mereka yang kesulitan dalam bergerak, bukan 
hanya itu saja minat penyandang disabilitas yang kurang untuk mengikuti program 
rehabilitasi dan berkeyakinan mereka masih bisa hidup mandiri tanpa membutuhkan 
uluran tangan orang lain mengakibatkan program rehabilitasi ini masih kurang 
peminatnya. Bukan hanya itu saja peneliti melihat bahwa pentingnya dorongan dari 
keluarga untuk memberikan semangat kepada penyandang disabilitas juga tentu 
diperlukan dikarenakan pihak keluarga adalah orang terdekat yang dapat memotivasi 
penyandang disabilitas untuk mengikuti program rehabilitasi tersebut. 
 
5.1.3 Bantuan Sosial 
Bantuan social adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas 
yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan 
kesejahteraan sosialnya. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 
Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bahwa 
bantuan social berupa bantuan materiil, bantuan finansial, bantuan fasilitas pelayanan 
seperti kemudahan dalam mendapatkan dokumen penting seperti KTP, KK,AKTE, 
Jaminan kesehatan dan lainnya serta bantuan informasi untuk penyandang disabilitas.  
Bantuan social bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang 
disabilitas. Bantuan tentu dibutuhkan bagi penyandang disabilitas mengingat 
keterbatasan fisik yang  mereka alami serta kebutuhan hidup yang semakin hari 
semakin meningkat, bukan itu saja dengan bantuan social mereka tentu saja dapat 
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merasakan perhatian yang sesungguhnya dari pemerintah. Berikut kutipan hasil 
wawancara dari Ibu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut : 
“Bantuan social biasanya diberikan berupa bantuan alat, sesuai dengan apa 
yang mereka sandang, ya tergantung alatnya, kalau tuna netra diberikan 
tongkat, tuna daksa diberikan kursi roda, tuna rungu wicara diberikan alat 
bantu dengar,  diberikannya dengan cara mereka memberikan usulan terlebih 
dahulu seperti proposal, kalau anggaran kita ada bisa kita kasih bantuan, 
kalau untuk bantuan pinjaman modal usaha saat ini belum ada,sedangkan 
bantuan pembuatan dokumen penting karena mereka memiliki keterbatasan 
fisik yang mereka miliki, maka bisa di kumpul secara kolektif aja”. 
(Wawancara 10 Mei 2017 di dinas sosial kota Pekanbaru). 
 
Dari keterangan tersebut Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan 
bantuan sosial namun bantuan social yang diberikan kepada penyandang disabilitas 
saat ini baru berupa bantuan alat bantu seperti tongkat untuk tuna netra, alat bantu 
dengar untuk tuna rungu wicara serta kursi roda untuk tuna daksa,bantuan alat sendiri 
termasuk kedalam bentuk bantuan materiil. Sementara untuk bantuan finansial, 
bantuan fasilitas pelayanan (seperti pembuatan KTP, KK, Akte, Jaminan kesehatan) 
dan bantuan informasi belum dapat terealisasikan dikarenakan bantuan finansial 
memang belum ada dan untuk bantuan pembuatan dokumen penting Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa pembuatan dokumen tersebut dapat 
dikumpulkan secara kolektif saja melalui keluarga. Bantuan pinjaman modal usaha 
dan bantuan pembuatan dokumen penting belum terlaksana disebabkan karena belum 
adanya anggaran untuk kegiatan tersebut. Untuk bantuan alat bantu tersebut 
penyandang disabilitas harus terlebih dahulu mengusulkan proposal untuk 
80 
 
mendapatkan bantuan alat tersebut, setelah itu jika Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
mempunyai anggaran maka bantuan tersebut baru dapat terealisasikan. 
Adapun wawancara penulis dengan seorang penyandang disabilitas tuna daksa 
yang bernama Iman mengenai pemberian bantuan social beliau mengatakan bahwa : 
“Sama sekali belum ada, dari dinas social belum ada, untuk pinjaman modal 
belum ada, kalau bantuan informasi masih lambat, seharusnya kan harus 
gampang mendapatkan informasi bisa dari poster kan bagus, atau ada di radio, 
atau media informasi yang awam.”(Wawancara 14 Mei 2017 di kediaman 
Iman). 
 
Kemudian peneliti juga mewawancarai penyandang disabilitas tuna daksa yang 
bernama Rian dari keterangannya yang mengatakan : 
“Sedikit pun belum ada, untuk pinjaman modal usaha juga tidak ada, tidak 
dapat tersosialisasikan dengan baik, kalau informasi taunya dari orang saja, 
lagian juga saya tidak mau mencari, kalau mencari mungkin dapat”. 
(Wawancara 18 Mei 2017 di kediaman Rian). 
 
Selanjutnya peneliti juga mewawancarai seorang penyandang disabilitas tuna 
daksa yang bernama Ilham mengenai bantuan sosial bagi penyandang disabilitas 
berikut pernyataannya : 
“Saya tidak mau menggunakan yang seperti itu, lagian tidak pernah jumpa 
sama yang seperti itu, belum ada interaksi juga sama dinas social.” 
(Wawancara 22 Mei 2017 di kediaman Ilham). 
Dari hasil wawancara beberapa informan diatas maka dapat diketahui bahwa 
penyandang disabilitas dalam mendapatkan bantuan sosial masih memperoleh 
kendala kesulitan hal ini diakibatkan penyandang disabilitas kesulitan dalam 
memperoleh informasi tentang adanya bantuan sosial dan mengharapkan kemudahan 
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dalam memperoleh informasi. Bukan hanya itu saja mengingat proses pemberian 
bantuan yang berbelit bagi penyandang disabilitas sementara mereka memiliki 
kebututuhan khusus sehingga menyulitkan mereka dalam hal mobilisasi 
mengakibatkan penyandang disabilitas kesulitan dalam memperoleh bantuan social. 
Hal ini tentu saja mengakibatkan kendala dalam pemberian batuan alat mengingat 
diluar sana masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan 
dalam bentuk  apapun, padahal mereka memerlukan bantuan untuk dapat membantu 
kehidupan mereka. 
5.2 Hambatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang 
Disabilitas di Kota Pekanbaru 
Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 
Pekanbaru yang meliputi kegiatan aksessibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan 
social dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan social tentunya Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Apabila pelaksanannya 
tidak dijalankan secara benar tentu saja dapat mengakibatkan penyandang disabilitas  
semakin terpinggirkan dalam dalam berinteraksi dengan masyarakat serta semakin 
tergantung kepada pihak lain dalam melakukan apapun, dan tentunya akan semakin 




Ada beberapa hal yang menjadi hambatan Perlindungan dan Pemberdayaan 
Penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan 
bahwa hambatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas di 
Kota Pekanbaru yang meliputi kegiatan aksessibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan dan 
bantuan social adalah kemampuan keuangan dan perilaku penyandang disabilitas 
yang minder untuk direhabilitasi dan mendapatkan bantuan social sedangkan dari 
pihak penyandang disabilitas mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat 
adalah tidak adanya sosialisasi dalam kegiatan tersebut. 
5.2.1 Anggaran 
Faktor penghambat dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang 
disabilitas di Kota Pekanbaru adalah faktor anggaran, karena untuk melaksanakan 
upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang meliputi 
kegiatan aksessibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan dan bantuan social serta 
pemeliharaan peningkatan kesejahteraan social penyandang disabilitas memerlukan 
anggaran yang tidak sedikit.  
Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 
Penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 10 
Mei 2017 sebagai berikut : 
“Kendala nya itu dalam pelaksanaan perda  ini anggaran kan,kalau anggaran 
nya  memadai kita bisa melaksanakan, tapi kalau dinas social kota tidak bisa 
melaksanakan, kita hanya bisa mengusulkannya ke skpd, seperti itulah 
bentuknya kalau bisa, tapi kan kita tergantung anggaran juga”. 
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Dari hasil wawancara diatas Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan bahwa 
keterbatasan anggaran membuat kinerja mereka sedikit terhambat terlebih saat ini 
penyediaan aksessibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana umum yang 
merata saat ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit  dalam 
pelaksanaannya. Bukan hanya itu saja dengan tidak adanya anggaran yang memadai 
mengakibatkan belum adanya fasilitas panti khusus penyandang disabilitas di Kota 
Pekanbaru dan mengakibatkan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru semakin 
merasa tidak diperdulikan oleh pemerintah. Rehabilitasi didalam panti dinilai cukup 
penting untuk mereka penyandang disabilitas agar mereka memiliki keterampilan dan 
mampu mengembangkan dirinya. Dengan terkendalanya anggaran menyebabkan 
program aksessibilitas, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial kurang optimal. 
5.2.2 Perilaku Mayarakat Penyandang Disabilitas 
Kota Pekanbaru dengan kondisi masyarakat yang heterogen tentu membuat 
respon masyarakat terhadap sesuatu hal bermacam macam. Salah satu faktor 
penghambat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan bantuan social  adalah 
perilaku masyarakat penyandang disabilitas yang tidak percaya diri atau minder. Hal 
ini mengakibatkan penyandang disabilitas enggan untuk melaksanakan kegiatan yang 
diadakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru seperti kegiatan rehabilitasi dimana 
penyandang disabilitas diberikan keahlian dan keterampilan sesuai dengan bakat dan 
minatnya. Bukan hanya itu saja perilaku masyarakat penyandang disabilitas yang 
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minder dan kurang perduli dan dorongan dari keluarga yang kurang juga 
mengakibatkan program rehabilitasi dan bantuan sosial ini kurang terlaksana dengan 
baik. 
Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 
Penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 10 
Mei 2017 sebagai berikut : 
“Kebanyakan dari mereka penyandang disabilitas kan menganggap dirinya 
tidak bisa, jadi semangat dari mereka aja yang perlu ditumbuhkan lagi, mereka 
juga kebanyakan agak minder, jadinya susah juga malu, padahal sebenarnya 
mereka bisa, perlu ada motivator untuk mereka, mereka kan belum melihat 
motivator yang hebat untuk memotivasi mereka, jadi malunya memang 
tinggi.”(Wawancara 10 Mei 2017). 
Dari hasil wawancara diatas bahwa perilaku penyandang disabilitas yang tidak 
percaya diri membuat mereka tidak mau mengikuti kegiatan rehabilitasi dan yang 
diadakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Padahal kegiatan tersebut bermanfaat untuk 
mewujudkan taraf hidup yang wajar bagi penyandang disabilitas. 
5.2.3 Sosialisasi 
Sosialisasi adalah proses pemberian informasi, pengadaptasian, penyesuaian, 
pengenalan dan penjabaran program kegiatan pokok organisasi sehingga kegiatan 
dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Namun tidak adanya sosialisi yang 
dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan hanya bertumpu pada data yang ada 
mengakibatkan tidak adanya informasi yang didapat oleh penyandang disabilitas yang 




Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 
Penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dilakukan pada tanggal 10 
Mei 2017 sebagai berikut : 
“Sosialisasi kita tidak ada, kita ada data penyandang disabilitas nya, nanti 
baru kita turun kelapangan menanyakan mereka bisa ikut atau tidaknya, kalau 
bisa kita catat namanya.”(Wawancara 10 Mei 2017). 
Dari hasil wawancara diatas Dinas Sosial Kota Pekanbaru memang tidak 
memberikan sosialisi karena hanya berpedoman pada data penyandang disabilitas 
yang sudah ada. Seharusnya sosialisasi perlu dilakukan mengingat tentu saja diluar 
sana masih ada penyandang disabilitas yang belum terdata. 
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 
Telah dibahas pada bab metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang 
Disabilitas di Kota Pekanbaru. Perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya 
penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi  penyandang disabilitas 
yang meliputi kegiatan aksessibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan sosial dan 
pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial. 
Pernyataan dari masyarakat penyandang disabilitas dalam penyediaan sarana 
aksessibilitas yang dilaksanakan pemerintah belum dilaksanakan dengan baik, 
aksessibilitas pada bangunan umum, sarana transportasi dan pelayanan khusus di 
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tempat umum bagi penyandang disabilitas masih jarang ditemukan padahal sudah 
dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bahwa dalam melaksanakan 
pembangunan prasarana umum  harus dilengkapi dengan penyediaan aksessbilitas 
bagi penyandang disabilitas dan untuk setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan 
umum berkewajiban untuk menyediakan aksessibilitas bagi penyandang disabilitas. 
sementara dinas sosial kota mengatakan program aksessibilitas sendiri belum dapat 
dilaksanakan dengan baik karena minimnya anggara dan hanya bisa mengusulkan 
melalui laporan realisasi fisik SKPD. 
Selanjutnya pada program rehabilitasi dinas sosial kota pekanbaru telah 
melakukan rehabilitasi dalam bentuk pelatihan dimana penyandang disabilitas 
diberikan keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya, namun 
masyarakat penyandang disabilitas mengakui bahwa dalam penyelenggaraan program 
rehabilitasi masih banyak diantara mereka yang tidak mengikuti program tersebut hal 
ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan dinas sosial Kota Pekanbaru, 
dinas sosial kota pekanbaru mengatakan tidak adanya sosialisasi dikarenakan mereka 
sudah memiliki data penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sehingga jika ada 
program rehabilitasi yang diadakan maka penyandang disabilitas dapat dijemput oleh 
pihak dinas sosial kota pekanbaru jika bersedia. Padahal telah dijelaskan dalam 
peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan penyandang disabilitas mengenai informasi bagi penyandang 
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disabilitas bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang 
bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan. 
Berikutnya pada program bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf 
kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih belum 
berjalan dengan baik, hal ini dikatakan oleh masyarakat penyandang disabilitas 
bahwa mereka belum pernah mendapatkan bantaun sosial dalam bentuk apapun baik 
bantuan sosial dalam bentuk materiil, finansial, bantuan fasilitas pelayanan dokumen 
penting dan bantuan informasi apapun, dinas sosial kota mengatakan bantuan yang 
disediakan oleh pemerintah pada saat ini hanya berupa bantuan alat bagi penyandang 
disabilitas, bantuan alat tersebut dapat diperoleh dengan mengusulkan proposal 
kepada pihak dinas sosial kota pekanbaru.  
Sementara untuk bantuan dalam bentuk lainnya belum dapat teralisasikan 
karena tidak adanya anggaran yang dimiliki pihak dinas sosial kota pekanbaru. 
Padahal dalam peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang 
perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bahwa bantuan sosial 
diarahakan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf 
kesejahteraannya dan juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar 
penyandang disabilitas serta mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian 
penyandang disabilitas. 
